KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026
ihak Kedua Pihak Pertama

a

Azis Andriansyah Yenni Sefyan Mora
NRP. 77050672 NIP. 198104212008122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang
efektif dan akuntabel

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik,
Transparansi dan Akuntabilitas

1 Rekomendasi
Kebijakan

Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan

2 Rekomendasi

2 pencega’han korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan Pencegahan Korupsi Kebijaken
permukiman
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman,

3 |penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata| 1 Rekomendasi
tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan kelola dan pengendalian risiko Kebijakan
permukiman

KEGIATAN PAGU APBN
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan Rp 166,896,000.00

dan Kawasan Permukiman

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
RISIKO

ANDRIANSYAH

Jakarta, 28 Januari 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN SUMATERA III

~

YENNI §OFYAN MORA




PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

Imran Arifay S
NIP. 19731026 199302 1 001 NIP. 19730827 200312 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAESANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyvelenggarnan : 3
| Pembangunan Perumahan Perdesaan 1 Rekkomendasi Kebijakan

1 |Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan
g s ; Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

: Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan 4
2 Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan " Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 1 Rekomendasi Kebijs)
kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan
1 |Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahaan 1 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, Perdesaan
3 |penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan 9 Jumlah Dekumen Data dan Informasi Penyelenggaraan | Dol
perumahan perdesaan Perumahan Perdesaan

Jumilah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Perumahan Perdesann i, S

Jumlah Dekumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan

. , e ; e 1 Dokumen
4 Meninglkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian dan Perizinan Perumahan Perdesaan

perumahan di wilayah perdesaan 2 Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian | Dok
Perumahan Perdesaan

Meningkatnye akses rumah tangga vang terfasilitasi pembiayaan Jumilah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan

" perumahan di %h ﬁm ] Perumahan Perdesaan o, e
1 Meningleatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat | 1 |Tingkat Layanan Umum 3 Layanan
Jenderal Perumahan Perdesaan -
2 |Tingkat Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APEN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Hawasan
. S o s Rp 512,505,000.00
2 Peramahan dan Kawasan Permukiman Provinsl Riau Rp 35,183,000.00
3 Peromsahan dan Kewasan Permukiman Provinsi Somatera Barat Ep 34,640,000.00
Total Rp 582,328,000.00
Jakarta, 30 Maret 2026
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN e i m:' - III'.I&I pz.:rrnn“ + Im:ﬂ.!"“' f;"‘m S S
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IMRAN ARIFAY SAINI
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KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

Imran Arifay S
NIP. 19731026 199302 1 001 NIP. 19730827 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Meningkatnya ketersediaan numah bam layak huni di perdesaan

Jumlah REekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan
Pembangunan Perumahan Perdesaan

1 Rekomendasi Kebijakan

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penvelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan

1 Laporan

Meningkatnya penyvediaan rumah lavak huni melalu peningkatan
kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

1 Rekomendasi Kebijakan

Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman,
penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan
Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahaan

Perdesaan

1 Rekomendasi Kebijakan

Jumlah Dekumen Data dan Informasi Penyelenggaraan

perumahan perdesaan Perumahan Perdesaan 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 3l —
Penvelenpggaraan Perumahan Perdesaan
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan Jumilah Unit Stimulen Peningkatan Kualitas B !
4 |kualitas permbangunan perumahan di wilayah perdesaan Swadaya di Perdesaan 5100 Unit
5 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Dircktorat Tingkat Layanan Umum 3 Layanan
APTRII FRTr Tt P Ce s Tingkat Layanan Data dan Inforinasi 1 Lavanan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
1 Pacankt " tera I Rp 381,436,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 59,085,009,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bumatera Barat Ep 52,299,823,000.00
Total Rp 111,766,268,000.00

DIREKTUR JENDERAL FERUMAHAN PERDESAAN

Jakarts, 30 Maret 2026

EEFPALA BALAI PELAKSANA FENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWAEBAN

I’lﬂl!mn'ﬂ"-ﬁmﬂ Imn

ARIFAY SAINI
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KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 30 Maret 2026
Pihal; Pertama

v

Arifay Saini
NIP. 19670419 199403 1 003 NIP. 19730827 200312 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan
o . X 1 Dokumen
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, Permukiman
1 |penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan
rumah layak huni Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan 1 Rekomendasi
Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan
2 |Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukimat Jumlah Dokumen Teknis Penylagan Penanganan Kumuh dan 1 Dokumen
Pengembangan Kawasan Permukiman
Program Dukungan Manajemen
Jumlah Layanan Umum 4 Layanan
1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat
Jenderal Kawasan Permukiman Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
Jumlah Layanan BMN 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 332,407,000.00
Sumatera III
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 48,398,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Rp 33,661,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Rp 37,037,000.00
Rp 451,503,000.00

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

~

FIT NUR f

Jakarta, 30 Maret 2026

PERMUKIMAN SUMATERA II1
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KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
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KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 111
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

9. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 30 Maret 2026
Pihak Kedua Pihal} Pertama

— v

uri Arifay Saini
NIP. 19670419'199403 1 003 NIP. 19730827 200312 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA ITI
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN [ INDIKATOR KINERJA |  TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Lu.mlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan { Dokumen
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, Permukiman
1 |penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan
jumak layak kuni 2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan 1 Rekomendasi
Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan
1 Jumlah Dokumen Teknis Penyxap'an Penanganan Kumuh dan 1 Dot en
Pengembangan Kawasan Permukiman
2 |Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman
2 |Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas 3000 Unit
1 |Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU 1 Dokumen
3 Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan
rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman
Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan .
2 . 200 Unit
Permukiman
Program Dukungan Manajemen
1 |Jumlah Layanan Umum 4 Layanan
1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat
Jenderal Kawasan Permukiman 2 |Jumilah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
3 |Jumlah Layanan BMN 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APEN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 522,407,000.00
Sumatera III
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 7,020,103,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Rp 28,080,898,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Rp 32,6'77,789,000.00
Rp 68,301,197,000.00
Jakarta, 30 Maret 2026
D: KAWASAN
DIREKTUR JENDE ASAN PERMUKIMAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN WA

PERM SUMATERA III
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KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
S aryati Arifay Saini

NIP. 197 Y07 99703 2 004 NIP. 19730827 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO ] SASARAN KEGIATAN l INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meni t hieria ket d Kemit Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan |1 Rekomendasi
sningkatays kinerja keterpaduan, RICITAAD, PEIIDEIATIRL, Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan |Kebijakan
penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan
perumahan perkotaan Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
4 Laporan

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Mcningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian
perumahan perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan
Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan
Perkotaan

1 Rekomendasi
Kebijakan

Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan
perumahan di wilayah perkotaan

Jumlah Rckomendasi Kebijakan Penyelenggaraan
Pembiayaan Perumahan Perkotaan

1 Rekomendasi
Kebijakan

Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan
Pembangunan Perumahan Perkotaan

1 Rekomendasi
Kebijakan

Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan

1 Rekomendasi

kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kebijakan
Dukungan Manajemen
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat .}Ium:a: Il::yanan gmurz i - ‘: :yansn
Jenderal Perumahan Perkotaan Jumlah Layanan Data dan nlormast yanal
Jumlah Layanan BMN 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Per han dan K
* Permukiman Sumatera III e 494;112,000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 23,225,000.00
3  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Rp 33,017,000.00
4 Perumahan dan K Permuki Provinsi Kepulauan Riau Rp 28,960,000.00
Total Rp 569,314,000.00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

HARYATI

Jakarta, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

ARIFAY




PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
S Jicp et o]

Didyk Choiroel Arifay Saini
NIP. 19710416 199201 1 001 NIP. 19730827 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 [Jumlah Layanan Umum 4 Layanan
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai

1 Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 2 |Jumlah Layanan Perkantoran 4 Layanan

Permukman Sumatera III (BP3KP Sumatera III)

3 |Jumlah Layanan Sarana Internal 44 Unit
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
R 1 4 .
Kawasan Permukiman Sumatera III P »303,884,000.00
2 lf:i:;zmahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 726,271,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 684,077,000.00
Sumatera Barat
4 Perumahan d.an Kawasan Permukiman Provinsi Rp 685.307.000.00
Kepulauan Riau
Total Rp 3,399,539,000.00

Jakarta, 10 April 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
SEKRETARIS JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

Arifay Saini
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